PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH FEDERASI RUSIA
TENTANG
KERJA SAMA Di BIDANG PERTAHANAN

Pemerintah Republik Indonesia dan Pamerintah Federasi Rusia yang selanjutnya
disebut sebagai " Para Pihak " -

Mengacu pade Deklarasi tentang Kerangka Hubuangan Kerja Sama Persahabatan

dan Kemitraan antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia di abad ke-21,
ditandatargani di Moskow pada tanggal 21 April 2003;

Mempertimbangkan bahwa perkembangan hubungan antara Para Pihak

berkontribusi terhadap saling pengertian dan kepercayaan antara Republik
indonesia dan Federasi Rusia;

Menyadari aturan yang ada antara Pemerintah Republik indonesia dan Pemerintah
Federasi Rusia dalam berbagai bidang pertahanan dan kerja sama terkait militer:

Menegaskan pentingnya dialog tentang isu-isu yang berkaitan dengan keamanan
dan stabilitas internasional dan regional serta saling pengertian kebijakan
pertahanan kedua negara;




Berkeinginan untuk meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral yang ada
antara kedua belah Pihak melalui kegiatan kerja sama di bidang pertahanan

berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, saling menguntungkan, menghormati

secara penuh kedaulatan dan integritas teritorial dan non-intervensi dalam urusan

internal;

Bertujuan memperkuat koneksitas antara Tentara Nasional Indonesia dan
Angkatan Bersenjata Federasi Rusia;

Kencatat bahwa penguatan kerja sama pertahanan akan berkontribusi pada
hubungan yang saling menguntungkan bagi pertahanan nasional kedua belah
Pinak:

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku
dari kedua belah Pihak;

Dengan ini telah menyetujui sebagai berikut:

PASAL 1
TUJUAN

Tujuan dari persetujuan ini adalah untuk mendirikan kerangka kerja untuk kerja
sama di bidang pertahanan antara para Pihak, sesuai dengan prinsip yang diakui
secara universal dan norma-norma hukum internasional dan traktat internasional di
mnana Federasi Rusia dan Republik Indonesia berpartisipasi, termasuk sesuai
dengan peraturan perundang-undangan nasional Para Pihak.




'

PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama Persetujuan ini dapat mencakup:

Mendirikan dialog bilateral dan konsultasi secara reguler tentang isu-isu
keamanan yang menjadi perhatian bersama; seperti aspek politik-militer,
saling membangun kepercavaan, masalah keamanan internasional, dan
Kontra-terorisme;

Bertukar informasi dan pengalaman tentang isu-isu yang menjadi perhatian
bersama; seperti kegiatan penciptaan perdamaian dan operasi pemeliharaan
perdamaian di bawah naungan organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa;

Meningkatkan pengembangan sumber daya manusia lembaga pertahanan
dan angkatan bersenjata kedua belah Pihak melalui pendidikan. pelatihan,
pertukaran kunjungan, penyediaan peraiatan pendidikan dan kegiatan terkait
lainnya,

Mengembangkan hubungan dan kerja sama antara Angkatan Bersenjata
kedua belah Pihak sebagaimana disepakati bersama;

Berpartisipasi dalam pengembangan kerja sama sesuai dengan undang-

undang nasional Para Pihak dalam bidang sebagai berikut:

a. limu pengetahuan dan teknologi di bidang pertahanan melalui pertukaran
personei, kunjungan, pelatihan, dan pertukaran informasi, serta
pengembangan proyek yang disepakati bersama;

b. Industri pertahanan, diantaranya transfer teknologi, penelitian bersama,

produksi bersama dan pemasaran barsama.




Bidang kerja sama lainnya yang disepakati bersama.

PASAL 3
PENGATURAN PELAKSANAAN

Dengan memperhatikan ruang lingkup keria sama berdasarkan Pasal 2 dari

Persetujuan ini Para Pihak dapat melaksanakan bentuk-bentuk kerja sama

sebagal berikut:

kunjungan resmi delegasi di berbagai tingkat:

partisipasi dalam latihan militer atas undangan atau partisipasi sebagai
pengamat;

kunjungan kerja pakar kemiliteran;

partisipasi dalam kegiatan-kegiatan seperti kursus teori dan praktik,
seminar dan konferensi atas undangan dari Para Pihak;

pendidikan dan pelatihan dari personil pertananan dan militer;

panggilan sandar untuk kapal perang dan kunjungan penerbangan

militer;

kunjungan para ahli dalam pelaksanaan kegiatan bersama di lingkungan
militer;

pelaksanaan acara budaya dan olahraga bersama;

bentuk lain dari kegiatan kerja sama pertahanan dengan persetujuan
bersama Para Pihak.

Untuk tujuan pelaksanaan bentuk-bentuk kerja sama tersebut pengaturan

tertulis yang terpisah harus dibuat oleh Para Pihak.

PASAL 4
OTORITAS YANG BERWEWENANG




Otoritas  yang berwewenang vyang dipercayakan dalam pelaksanaan
Persetujuan ini adalah:

a.  Untuk pihak Indonesia: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia

b Untuk pihak Rusia: Kementerian Pertahanan Federasi Rusia;

Apabila dianggap perlu, dapat dibentuk kelompok kerja berdasarkan
Persetujuan ini, oleh otoritas yang berwewanang dari Kedua Belah Pihak.

Apabila salah satu Pihak mengubah Otoritas Pelaksana yang ditunjuk,
perubahan tersebut harus diinformasikan kepada Pihak lainnya melalui
saluran diplomatik.

Dalam rangka untuk meninjau pelaksanaan Pasal 2 dan Pasal 3 dari

Persetujuan ini, Otoritas yang herwewenang akan mengadakan pertemuan

reguler atau setiap saat apabila diperlukan.

PASAL 5
FENGATURAN KEUANGAN

Setiap Pihak akan menanggung biaya sendiri terkait dengan keikutsertaannya
dalam Persetujuan ini, kecuali disetujui lain oleh Para Pihak.

Pengaturan keuangan dapat dibuat terpisah oleh Para Pihak untuk kegiatan
tertentu.

Pelaksanaan kegiatan berdasarkan Persetuiuan, bergantung pada
ketersediaan dana dari Para Pihak.




PASAL 6
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Para Pihak mengakui bahwa selama pelaksanaan Persetujuan ini mungkin

ada karya cipta, penggunaan dan/atau pengalihan hasil dari kegiatan
intelektual dan/atau kekayaan intelektual milik Negara Para Pihak dan/atau
perorangan atau badan hukum.

2. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional Para Pihak termasuk
traktat internasional lainnya di mana Republik Indonesia dan Federasi Rusia
berpartisipasi, Para Pihak harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan

untuk menjamin perlindungan hukum dari hasil kegiatan intelektual dan/atau
perlindungan kekayaan intelektual.

3. Tataran pendistribusian dari hak sebagai hasil kegiatan intelektual yang
diciptakan dalam pelaksanaan Persetujuan ini. perlindungan hukum dan
penggunaannya harus diatur sesuai dengan Persetujuan antara Pemerintah
Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia Tentang Perlindungan
Bersama Atas Hak-Hak Hasil Aktifitas Intelektual yang Diterapkan dan
Diperoleh dalam Rangka Kerjasama Bilateral  Teknik Militer yang
ditandatangani di Moscow, 1 Desember 2006, dan apabila diperlukan Para
Pihak dapat membuat pengaturan tertulis yang terpisah atas dasar
kesepakatan antara Para Pihak.

4. Perlindungan dan penggunaan kekayaan intelektual yang diperoleh,
digunakan dan/atau dialihkan dalam pelaksanaan Persetujuan ini harus diatur
sesuai dengan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan
Pemerintah Federasi Rusia Tentang Perlindungan Bersama Atas Hak-Hak
Hasil Aktifitas Intelektual yang Diterapkan dan Diperoleh dalam Rangka

Kerjasama Bilateral Teknik Militer yang ditandatangani di Moscow, 1




Desember 2006. dan apabila diperlukan Para Pihak dapat membuat

pengaturan tertulis yang terpisah atas dasar kesepakatan antara Para Pihak.

5. Setiap hasil kegiatan intelektual dan/atau kekayaan intelektual yang timbul dari
penelitian bersama atau kegiatan bersama dalam pelaksanaan Persetujuan ini
dapat dimiliki bersama dan dilepaskan secara kasus per kasus melalui
pengaturan tertulis yang terpisah.

PASAL 7
KERAHASIAAN INFORMASI

1. Setap informasi yang dipertukarkan berdasarkan Persetujuan ini harus

digunakan secara eksklusif untuk tujuan Persetujuan ini dan tidak dapat

dialihkan, dibuka atau disiarkan, baik secara langsung maupun tidak langsung,

sementara atau permanen, kepada pihak ketiga, baik orang maupun badan

hukum, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak asal.

2. Informasi yang diperoleh oieh satu Pihak dalam kerangka kerjasama tidak
boleh digunakan untux efek yang merugikan Pihak lain.

3. Para Pihak harus menentukan sendiri batas-batas untuk distribusi informasi

yang dialihkan berdasarkan Persetujuan ini atau vyang dihasilkan dari

pelaksanaannya. Penandaan yang diterapkan pada pembawa data aarn

informasi tersebut adalah sebagai berikut:

- Di Federasi Rusia - << [Ins cnyxeBHoro nonw3osanus >> ( "For official

use”)

- Di Republik Indonesia - << Hanya Untuk Keperluan Kedinasan>> ( "For

official use").




Pihak yang telah memperoleh informasi tersebut harus menjamin penggunaan
dan perlindungannya sesuai dengen perundang-undangan dan peraturan
nasional masing-masing Pihak terkait dcngan penanganannya.

Para Pihak harus saling memberi tahu sebelumnya tentang keharusan
menjaga kerahasiaan fakta kerja sama atau data iain yang terkait dengan
kerja sama berdasarkan Persetujuan ini. Keharusan tersebut harus diatur
dalam pengaturan tertulis tambahan antara Para Pihak.

Tataran pertukaran, persyaratan dan langkah-langkah perlindungan informasi

rahasia dari Para Pihak selama pelaksanaan dan setelah pengakhiran
Persetujuan ini harus ditentukan dalam peraturan terpisah.

PASAL 8
BANTUAN MEDIS DARURAT

Apabila diperlukan, Pihak Penerima harus memberikan bantuan medis darurat
kepada perwakilan dari Pihak pengirim dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama
berdasarkan Persetujuan ini.

Bantuan medis harus diberikan dalam fasilitas medis militer atau sipil di Pihak
Penerima.

Kecuali disepakati lain oleh Para Pihak, Pihak pengirim harus menanggung
biaya bantuan medis dimaksud.

PASAL 9
PENYELESAIAN SENGKETA




Setiap sengketa antara Para Pihak yang timpul dari penafsiran atau pelaksanaan
persetujuan ini harus diselesaikan rnelalui konsultasi atau negosiasi bersama Para
Pihak dan/atau melalui saluran diplomatik.

PASAL 10
AMANDEMEN

Dengan persetujuan tertulis dari para pihak, perubahan dapat dibuat terhadap
Persetujuan ini. Perubahan tersebut mulai berlaku sesuai dengan Pasal 11 dari
Persetujuan ini.

PASAL 11
PEMBERLAKUAN DAN PENGAKHIRAN

Persetujuan ini mulai berlaku pada tanggal pemberitahuan tertulis terakhir dari
pemenuhan prosedur internal yang oleh ara Pihak.

Persetujuan ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan
diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 5 (lima} tahun berikutnya.
Salah satu Pihak dapat mengakhiri Persetujuan ini dengan menyampaikan
pemberitahuan tertulis paling ltama 6 (enam) bulan sebelum tanggal
pengakhiran yang diinginkan.

Pengakhiran Persetujuan ini tidak akan mempengaruhi pengaturan tertulis

yang dibuat oieh Para Pihak berdasarkan Persetujuan ini kecusli disetujui lain
oleh Para Pihak.




Pengakhiran Persetujuan ini tidak akan mempengaruhi keabsahan dari
ketentuan Pasal 7 Persetujuan ini kecuali disetujui lain oleh kedua belah
Pihak.

Ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan iri tidak akan mempengaruhi hak dan
kewzjiban Para Pihak yang berkaitan dengan traktat internasional lainnya
dimana Republik indonesia dan Federasi Rusia berpartisipasi.

SEBAGAI BUKTI! yang bertandatangan di bawah ini. dengan diberi kuasa oleh
Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Persatujuan ini

DIBUAT di Sochi pada hari 18 bulan Mei tahun 2016. dalam dua rangkap, dalam

bahasa Indonesia, Rusia dan Inggris, semua naskah tersebut berkekuatan sama.

Dalam hal adanya perbedaan penafsiran. naskah bahasa Inggris yang akan
digunakan.

UNTUK PEMERINTAH UNTUK PEMERINTAH
RE FEDERASI RUSIA,

E L.PANARS LAVROV SER EY.VIKTOROWCH
MENTERI LUAR NEG MENTERI LUAR NEGERI




COMALWEHUE
mexay Mpasurenscreom PecnyBnuku UHgoHesuu
u MpaoutenscreoM Poccuitckon Qepepaiuy
O coTpyaHMuecTBe B obnacTn oGOpOHbL!

lNpasutenscrte PecnyBnvkv Muaorkeany v  pasuTenscTeo  POCCUICKOM
degepauin, UMerHyeMbie B fancHeniiem CropoHamu,

DYKOBOLCTE YSICE: Hexnapauven 06 CCHOBaX OPYKECTBEHHBIX

V¥ napTHepckux oTHoleHun mexay Pecny8nukon Mnpoxeanen u Pocowiickon

Gepnepaupen B XXI Bexe, nognucanHon 8 r. Mockee 21 anpens 2003 r.,

NpABHaBas, YTO pasBUTME OTHOLWSHUW mexay Croponamu cnocobereyer
yriyBnenuo 83aMMONOHUMAHMA " LoBepUs MEXDY
Pecnybnuvkon MHaoHeaven u Poccuitckon denepauvedt,

npusHasast CYWeCTByUWm®e A0rosopeHtocTn . mexay  [pasurenscreom
Pecnybnukit  WHgowesuun w  [lpasutenscteom  Poccuiickont  denepatyu

B pasnvirbix obnacTax obopoHsb! ¥ BOSHHOTO COTPYAHNMECTEA,

NOATBEPMAAA BAXHOCTL AManora no BONKOCAM NOALEDKAHUA MEXOYHAPOLHOW
¥ pPErnOHaNLHON BesonacHocTy, cralunsHoCTH
Vi B3UMMONOHUMaHUA B 00nacTy GBOPOHHOM nonuTukK rocyaapcis CTOpoH,

MMES HaMEPEHUA akTUBU3MPOBATL U YKPENMTh CYLUECTBYILWME ABYCTOPOHHWE
OTHOWeEHVsT  mMexay  aAsyms  CTOpOHaMU  MOCPeACTBOM  COBMECTHON
REATENBHOCTI B 0BNacTu 0OOPOHLI, OCHOBAHHON H& NPUHLIMNAX PABEHCTBA.

B3aVMHOM BBIFOAb, NOMHOM YBEXEHUN cyBepeHuTeTa




W TeppUTOpUansHON LUEnoCTHOCTK rocyLapcCTe, a TAKXKe HeBMelaTenbCTee 80

BHYTpEHHWe aena,

“MER Liensio AanbHenlwee ykpennexnue cassen mexay BoopyxerHbimu Cunamu

Pecnybnuku MHaoHesnn n BoopyxeHHsimn Cunamu Poccuiickon degepaumn,
oTMEYas, YTO ykpenneHue OOOpPOHHOTO COTpyaHuuecTBa OyaeTr [AOMOMHNATE
B3aVMOBBINOAHLIE OTHOLWEHUS Mexay ODOpOHHLIMM BeaoMmcTBamy oBeunx
CropoH,

B COOTBETCTBUM C CYLLECTBYIOLMM 3aKOHOAATENBCTBOM rocyaapcts CTOPOH,

HaCTOoALLMM COrnacunncb O HMXXecnedyoLwem:

Cratbsa 1

Lens

Uensw Hactoawero Cornailenns SBNAETCH YCTAHOBIEHME OCHOBbI 15
coTpyaHmydecTsa B obnactu obopoHbl Mexgy CTopoHamu B COOTBETCTBUM
C OBWENpU3HaHHLIMU NPUHLMNAMU ¥ HOPMaMWU  MEXAYHApPOAHOro npasa -
¥ MEXOyHapoAHbiMKM  [OTOBOPAMYW,  YYaCTHWKAMMU  KOTOPbIX  SBNAIOTCH

Pecnybnuka UnpgoHesns n Poccuiickas Pefepaunsi, a Takke B COOTBETCTBAY

C 3aKOHOAATENLCTBOM rocynapcTs CTOpoH.

Cratba 2

Hanpasnenus cotTpyaHuuecrtsa

CTOpOHbi OCYWECTBNAKT COTPYAHUYECTBO MO CnefyrouiM  OCHOBHbLIM

HanpasneHusam:

1. perynapHeie  OBYCTOPOHHUE BCTpEYM W KOHCyNbTauuu no  sBonpocam

besonacHocT,  3aTparuBalouiMM  ObWIME  WHTEpecbl N0 BOEHHO-

NONUTUHECKMM acnekTam, BONpOoCaM YKpensjieHus B3auMHOIC [AOBEpUH,

BOMpOCaM MeXAyHapoaHoW Oe30nacHOCTH WM KOHTPTEPPOPUCTUNECKOR

AEATENBLHOCTHU,




obMeH UHGOPMALUMENR U OMEITOM MO BONPOCAM, 3aTparvBanowum oblume

MHTEPECHhbl, TakuM KaK MUPOTBOpYECKan [AERTEeNbHOCTb W onepayuu no

nognepxaxuio mupa nog arugov Opravnszaymy OBveauHerHbix Hauui:

COLEACTBME  MOBLILEHUHD  NPOMECCUMOHANU3Ma  NUYHOTO  COCTaBa

BOOPYXEHHbIX cuN 1 0DOPOHHbIX  BEAOMCTB  rocyaapcts  CTOpoH
nocpeacTsom  obpasoBaTentkbix  NPOrpamMm,  TPEHUPOBOK, obmeHa
Bu3uTamu, obecneveHun yyebHbim 000OPYAOBAHNEM, U APYrOV CBR3AHHOR C

3TUM OEATENBHOCTHY,

passuTMe OTHOLUEHWA W B3aNMOAEUCTBUE MENIAY BOOPRYKEHHBLIMU CUMamu

No B3anMHOMY COTNacuio CTOPOH,

yyacTve 2] pasBuTAM COTpYAHUYECTBa B COOTBETCTBUN

C HaUMOHanbHbIM 3akoHogaTenscTeom CTOPOH B CNeayroLmx obnacrax:

a. Hay4YHO-TEXHM4Yeckoe  CcOoTpyaHu4ecTBO B obnactm  0BOpOHbLI
nocpeacTBOM oOOMeHa COTPYLHWKOB, BU3UTOB, TPEHWPOBOK, obBmeHa
uHbopmaLmen, a Takke NOCPEACTBOM Pa3BUTUA COBMECTHLIX NPOEKTOB
no B3anmHomy cornacuto CTopoH;

b. ofopoHHas NPOMBLILLNEHHOCTL,  BKIOYAA  Nepefadvy  TEeXHOMOruiA,
COBMECTHbIE WCCNeAOBaHuUs, COBMECTHOE MPOU3BOACTBO U COBMECTHYIO
TOProBnio;

ApYrue HanpasneHns CoTpyaAHUYECTBa No B3anMHOMY cornacuid CTOpoH.

Cratbs 3

PopmMbl coTpyaHUYECTBA

YUYnTbiBas HanpasneHus COTPYAHWYECTBA, yKasaHHbie B cratbe 2
Hactoswero Cornawenusn, CTOpOHbI OCYLLUSCTBASAT B3auMoaencTene
B cregyrowmx dopmax:

~ ohuLinansHele BU3UTbl Aenerauuii pasrnuuHoro yposHs CTOpoH;

— yvactve no npurnaweHno CTOPOH B BOEHHBIX YHEHUSIX UMW NPUCYTCTBIE

Ha HUX B KavecTee Habnwopateneit;

—~ paboune BCTPEUU BOEHHbIX 3KCNEepTos;




yyactue B ODyvyaolux Kypcax, CcemuHapax, KOoH(epeHUms X
npurnawexnio apyrot CTOpOHbI,

oby4eHune 1 NoLroToRKA BOSHHLIX KaApOoB.;

3axofbl BOEHHbIX KOpabneh u BWU3WTBI BOEHHOW asvauwu
npurnawenuio CTopoH;

KOMaHANPOBAHME  CneuuanucToB AN peanu3auiym  COBMECTHbIX
MEepOonpuUATUA B BOEHHOW oBnacTu;

NPOBEAEHNE COBMECTHbLIX KYNbTYPHBIX U CMOPTUBHbLIX MEPONPUATUNA;

Apyrve opmbl COTpyAHuYecTBa B8 obnactvi oGOpOHbI NO B3aUMHOMY

cornacuio CTOpOH.

Mo OTAENbHBIM HanpasneHusm COTpyAHNYECTBA, YKa3aHHbIM
B cTaTbe 2 HacToauwero Cornawenus, CTopoHamy MOryT BbiTe AOCTUMHYThI

NMACbMEHHbIE JOMOBOPEHHOCTI.

Cratbsn 4

YNONHOMOUYEHHbIE OpraHbl

YNONHOMOYEHHbIMU - opraHamy  CTOPOH MO BLIMOMHEHUIO HACTOALEro
CornatwieHus aBnsanTcs:
a. oT WHaonesunckon CtopoHbl — MunucTepctso oBopoubl Pecnybnuku
WHaoHesnn;
ot Poccuinckonn CtopoHbl — MuHucrtepcrso oBopoHsl  Poccuickon

Qenepayun.

MNpy HeoBxoaMMOCTM ynonHOMOYeHHble opraHsi CTOPOH MOryT cospaBaTs

paboune rpynnbl B pamkax HacTtoauero CornatieHus.

B cnyvae n3meHeHUs ynonHOMOUEHHbIX OpraHoe CTOPOHbI MHOPMUPYIOT

06 3TOM U3MEHEHWU 1O AUNNAOMaTUYECKUM KaHanam,

dna  BwbiNonHeHus ctateM 2 U crateu 3 Hactoswero CornaweHus

YNOMHOMOYEHHbIE OpraHbl NPOBOAST BCTPEUUN HA PETYNIAPHONR OCHOBE.




Crarbs 5

QuHaHcupoBaHue

Kaxpas u3 CTOpoH BO3MELIaeT pacxo/bl, CBA3aHHbIE CO CBOUM y4acTUEM B

HacTosAulem Cornamenmm, €CITM HET [OrOBOPEHHOCTY MEXOy CTOpOHaMM 06

NHOM.

OtvgensHble (hUHAHCOBbIE AOTOBOPEHHOCTV MOTYT BbiTh 3aKITIOYEHbLI MEXIY

CTopoHamu No OTAENbHLIM MEPONPUATMAM.

Peanusauvsa meponpustuii B pamkax Hactosawero CornaweHvs 3asucuT oT

Hanuuua ouHancrposaruns CTOPOH.

Cratba 6

ﬂpaaa Ha MHTeNNeKTyanbHYyO cOOCTBEHHOCTL

CropoHbl NpU3HaOT, YTO B XOA4€ peanusauwn HacToswero CornaleHvs
MOryT CO3[4aBaTbCs, WCMONL30BATLCA W/WMNWM nepefaBaThCs pPesynbTatsl
VNHTENNEeKTyansHom AEesTenbHOCTK nivinn YHTENneKTyanoHas
CODCTBEHHOCTL, nNpuHagnexawjas rocygapcrsam CTOPOH  w/vnu ux

PU3NYECKUM N/UNK PUONYECKUM NULEM.

B cootBeTcTBMM ¢ HAUMOHANbLHLIM  33KOHOAATENLCTBOM  CTOPOH,
a TaKke C ApYramv mMexayHapoHbIMI [JOrOBOPAMU, YHACTHUKAMU KOTOPBIX
asnsoTea Pecnybnuka MngoHesusi v Poccuiickas ®egepauns, CTOpoHsi
npuMyT HeoBXoAuMble Mepbl Ans  oBecrieYeHus npPaBoBOWM  OXpaHbi
pesynbLTaros VHTENNEeKTyanbHoOm  AesiTeNbHOCTH nivnu 3aunThi

MHTENNEeKTyanbHon COBCTBEHHOCTH.

”OpﬂﬂOK pacnpeneneHna  npaB Ha pesynbTaTthi  UHTENNEeKTyanbHOn
AEATENBHOCTU, NONy4YeHHbie B X04€e peanusaunm HacTosuero CornameHm,
UxX npasoBas oOxpada u ucnonb3oBaHue onpegensiorca CornaweHuem

mexay [lpasutenscteom Pecrybnukn WMuaoHesnn u [Mpasutenscrsom

Poccunckon ®epepauvn O B3aWMHOW OxpaHe npasB Ha pesynbTaTbl




VHTENNEKTYaNbHOW AEATENLHOCTY, WCNOMb3YEMbIE U NONYYEHHbIE B XOAe
ABYCTOPOHHErO0 BOEHHO-TEXHUYECKOrO COTPYAHNYEeCTBA, NOAMWCAHHLIM B
r. Mockse 1 pekabps 2006 r., u B cnyyae HeobxoammocTn CTOPOHBI M0

cornacuio MOTYT 3aKitodaTh OTALSNbHbLIE NMUCbMEeHHbIe HAOroBOPEHHOCTH.

MopaAoK 3aWwmTbl M UCTONL30OBAHWUSA WMHTENNEKTYanbHON COBCTBEHHOCTH,
NOMYYEHHOW, MCNONb3yemMon w/unu nepefaBaeMoil B XO4E peanvsauuu
HacToswero  Cornawenns,  onpepensiotcs  CornaweHvem  Mexagy
Mpasutenscreom Pecnybnuku WHaoHesuu v NpasutenscTeom Poccuitckoin
depgepauun 0 B3aMHOM OXpaHe NpaB Ha Pe3ynbTaThl MHTENNeKTyarnbHON
AEATENBHOCTY, UCNOMb3yEeMble U MOMYYEHHbIE B XOAE [ABYCTOPOHHEro
BOEHHO-TEXHWYECKOrO  COTPYAHUYECTBA, noanvucadHbim B8 . Mockse
1 pexabps 2006 r., v B cnyyae Heobxoaumoct CTOPOHBI NO COrMACUMI

MOTYT 3aKnio4aTh OTAENbHbIE NNCbMEHHbIE NOFOBOPEHHOCTH.

NMobble pesynbTaTbi WHTENNEKTYanbHOW COBCTBEHHOCTH, NONYYeHHble OT
COBMECTHbIX WCCNEAOBAHUA WM COBMECTHOW [LEATENbHOCTA B pamkax
peanusaumn Hactoawero Cornawerns, MOryT HaxoaWTbCs B COBMECTHOM
BNageHuy ¥ pacnopsmxkeHun B 3aBUCMMOCTVM OT Cryyas, uTo sBnseTcs

npeaMeTom OTAeNbHbLIX MUCLMEHHBIX JOTOBOPEHHOCTEN Mexuay CTODOHEMM.

Crates 7

Hepa3srnawenue nHcopmanmm

Nobas  vHpopmaums, nonyyaemMas wunW nepegasaemas B paMkax

Hactosiero Cornawenns, Bynet nCnonb3oBaThCs NCKMIOYUTENBHO B LEIIsX
HacToswero Cornawenus u He OyfdeT nepefdasaTthes, pasrnaliaTthes,
pacnpoCTPaHATLCA HanNPAMYK WU ONOCPEAOBAHHO Ha BPEMEHHOW wnu
NOCTOAHHOW OCHOBE TPETbUM CTOPOHAaM, NWUaM WNu opraHnsauvsm 6e3

npeaBapuTenbHOro NMCbMEHHOro Cortacus cosianiuuen ee CTOpOHbI.

VHdbopmauns, nonyyerHas onHoi n3 CTOPOH B paMKax COTpyaHUYECTBA, He

AO0IMKHa Uenonb3oBaThes B ywepb apyron CTopoHe.




CTOpOHbI CaMOCTOATENBHO yCTaHasnunaawT orpaHuyeHmns no

pacnpocTpaHeHsnio  uHgopmauny, nepeaaBaeMoil B COOTBETCTBUAM C

HacToswmm  CornalieHneM  vnu  ABMAKWERCs  pesynbTaTtoM  ero

BbIMOMHEHNA. Ha HocuTensax Takown nHdopmauny NpocTasnaeTca noMeTka:

- B Pecnybnuke WHaoHeaun - «Hanya Untuk Keperluan Dinas»
(«For official use only»);

- B Poccunckon Qepepaunmn  —  «Ans  cnyxebHOrO  nonb3osaHua»

(«For official use only»).

Ctopona, nonyuvBluas Takyl wHbopmauuo, obecneynsaer ee 3awuty u
obpatleHmne ¢ Heil B COOTBETCTBMM C HAUMOHANbHbLIM 3aKOHOOATENLCTBOM

Kagown u3 CTOPOH, CBA3AHHLIM C 0fpallieHVem ¢ He.

Heobxogumocts  coxpadenuss B  TalHe  akTa  COTpyAHM4YEecTBa
B BOEHHOW obnactu mexay CropoHamu wnu  ApyrMx  CBeAEeHWI
0 coTpyaHudecTee 3abnarospemMeHHo posoautcs CTopoHamu Apyr Ao
apyra. MNopobHas HeobxoaumMocTe ODyaeT oNpeaenaTbCs AONOMHATENbHBIM

cornawenunem mexay CtopoHamu.

Mopsagok obmeHa, ycnosBua U Mepbl NO 3alUTe CBEAEHWNA, COCTaBASIOWMX
rocylapcTBeHHylo TaitHy CTOpPOH, B XOOE peanusauuM u no OKOHYaHUK

cpoka peucteusa Hactosiwero CornatueHust onpejenaTCcs OThAenbHbIM

cormatueHmnem.

Crarbn 8

HeoTnoxHas MeguuUHCKas NOMOLLb

B cnysae HeobxogumocTv, npuHumatowas CTopoHa  okasbiBaeT
HEOTNOXHYIO MEOULIMHCKYID [OMOLLb NPeACTaBuTensM Hanpasnaiouen
CTOpoHbI, y4acTBylWWUM B  MEpONpUATUAX, NPOBOAWMMLIX B pamkax

HacToswero CornaweHns.

Takas MEeOWLIMHCKaa NOMOUb OKa3biBaeTCH B BOEHHLIX UIWU rpaXaaHCKnx

MEANLMHCKUX yupexaeHuax rocynapcte CTOpoH.
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3. Pacxofbl Ha Takoe mefuumHcKkoe OBCRyXWBAHWE HECeT Hanpasnsawoulas

CTopoHa, ecnu HeT 4oroBOPEHHOCTH 06 nHoM.

Cratbn 9

YperynuposaHue cnopos

Nobbie CMNOpHbIE BOMNPOCHI, BO3HWKaOLUME B XO4e peannsaunun HacToswero
Cornawenns OTHOCUTENLHO €ro TONKOBAHWA Unn NpUMEHEHWA, paspeLllainTca
CTOpOHaMM nyrtem KOHCYﬂbTaL{H&;}, neperoBopos w/uny No AMNNoOMaTUHECKUM

KaHanam.

Cratesa 10

BHecexuune usmeHeHUn

B HacTosiuee Cornawexne MoryT ObiTe BHECEHbI M3MEHEHUS NO B3AUMHOMY
nucbmenHomy  cornacuio  Ctopod.  Takve  W3MEHeHWs  BCTynawoT

B CMNY B COOTBETCTBUN CO cTaTeel 11 HacToawero Cornawexns.

Cratbs 11

BeTynneHnue B cuny v npekpailieHue 4encTeus

1. Hactosawee Cornawenve BcTynaetr B cuny ¢ gathbl rnocnegHero
NMUCbMEHHOTC yBEAOMINEHUA O BbiNONHeHUn CTropoHamn Heobxoaumblx

BHYTPWUIOCYAApCTBEHHbIX NPOLEAYD.

Hactosiyee Cornawenne penctsyer B Teuexue 5 (natn) ner
U aBTOMaTUYECKU TPOANIEBAGTCH Ha COOTBETCTBYKOUME NATUNETHUE

nepuofbl. Kaxaana na CTOPOH MOXET nMpexkpaTWTb AENCTBUE HACTORLLEro

Cornallenua, Hanpasne nNUCbMEHHOE YyBefOMMeHve o6 aTom  Apyroi

CropoHe He nosaree yem 3a 6 MecsiLes A0 npeanonaraemoit AaTsi.

lNpekpawenne penctema Hactoswero CornaweHus He 3aTpoHeT
LanbHenLwero BbINOMNHEHWA He3aBepLUeHHbIX NMNCbMEHHbIX

[OroBOpeHHoCcTen (KOHTpaKTOB), 33KMIOYEeHHbIX B COOTBETCTBUK C




HacToawwmm CornawexHnem B nepuog ero OencTBus, ecnn CTOpOHbi He

[OroBopsATCs 06 UHOM.

B cnyy4ae  npekpaljenus  AeNCTBMA  HacToswero  Cornailexvs,
obssatensctea CTOPOH, NpeAyCMOTpEHHble CTaThell 7  HaCTOSALLEro
Cornatenus, ocTaTes 8 cune, ecnu CTOPOHL! HE A0rOBOPUNIACE 08 UHOM.

Hacroswee Cornawenne He 3atparusasT npas v o6sizatenscts CTOPOH no
APYTYM  MeXUYHapo4HbiM  [JOrOBOPAM, YHACTHVUKAMW KOTOPbLIX ABMSIOTCH
Pecnybnuka MHpoxesna n Poccuiickas Geanepauns.

B yaocrosepeHue “ero HWKeNoANUCaBLLNECH, A0NXKHBIM 0693301\4
YNONHOMOUEHHbLIC H& TO CBOWMY NPasUTENLCTBAMU, NOANMMCANKM HacTosAllee

CornaieHue,

Coeepuwero 8 Co4n 18 mas 20161048 B /ABYX 3K3EMNNApax, KaXAbIM Ha
VHOOHE3UACKOM, PYCCKOM W aHIMUNCKOM A3bIKaX, MPUHMEM BCE TEKCTbI UMEIOT
OAMHAKoBYK cuny. B cnyvae BO3HVKHOBEHWS pasHornacuin ans  uenen
TONKOBaHUSA HacTosulero Cornawerns SyAer WCNoMb3oBaTLCS TeKCT Ha

AHIMMACKOM RA3bIKE.

3a MNpaButenscTBO 3a MpaBuTensCcTBO
;S WMHOore3um Poccuiickon denepaumn
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AGREEMENT

BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE RUGSIAN FEDERATION
ON COCPERATION IN THE FiELD OF DEFENCE

The Goverrment of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian
Federation hereinafter referrec to as the "Pardes”™

Refgring to the Declaration on the Framework of Friendly and Partnership
Reiations between the Republic of indonesia and the Russian Federation in the

21%Century, sigred in Moscow on 21 April 2003

Considering that the development of relations betwean the Parties contributes to
mutual understanding and confidence between the Republic of Indonesia and the
Russian Federation;

Recogaizing the existing arrangements between the Government of the Republic
of lidonesia and the Government of the Russian Federation on varicus fields of
defence and military-ralated cooperation;

Confirming the importance of a dialogue on issues related to international and
regional security and stability as well as mutual understanding of both countries'
defence poiicies;




Desiring to enhance and strengthen the existing bilateral relations between the two
Parties through cooperative activities in the field of defence based on the principles
of equality, mutual benefit, full respect of sovereignty and territorial integrity and
non-interference in internal affairs;

Having a purpose of strengthening connections betwesn the Armed Forces of the
Republic of Indonesia and the Arried Forces of the Russian Federation:

Noting that the strengthening of defence cooperation will contribute to the mutually
beneficial relations of both Parties naticnal defences;

In accerdance with the existing national legislation of both Parties;

ereby agreed as follows:

ARTICLE1
PURPGSE

The purpose of this Agreement is to establish a tramework for cooperation in the

field of defence between the Parties, in accordance with universally recognized

principles and norms of international law and international treaties which
participants are the Republic of Indonesia and the Russian Federation as well as in
accordance with the national iegislation of the Parties.

ARTICLE 2
SCOPE OF COOPERAT!ON
The scope of cooperation of this Agreement may inciude:
1. Establishing regular bilateral dialogues and consultations on security issues of

common concern; such as on political-military aspects, mutual confidence-

building, international security issues, and counter-terrorism.




Exchanging information and experiences on issues of common concerns; such
as in peace-building activities and peacekzeping operations under the auspices
of the United Nations Organizations.

Promoting human resources development of defence institutions and armed
forces of both Parties through education, training, exchange of visits, provisions
of educational equipment and other related activities.

Developing relations and cooperation netween the Armed Forces of both Parties
as mutuaily agreed upon.

Participating in the development of cooperation in accordance with the national

legislation of the Parties in the following areas:

a. Science and technology on the field of defence through exchange of
versonnel, visits, ftrainings, and exchange of information, as well as
developing mutually agreed joint projects;

. Defence industry, which includes transfer of technology, joint research, joint
production and joint marketing.

Other areas of cooperation as mutually agreed.

ARTICLE 3
IMPLEMENTING ARRANGEMENTS

With due regard to the scope of cooperation under Article 2 of this Agreement the

Parties may conduct the following forms of cooperation, such as through:
- official visits of the delegations at various levels;
participation in military exercises on invitation of the Parties or participation in
them as observers;
working visits of military experts:
participation in activities such as theoretic and practical courses, seminars

and conferences upon invitation of the Parties;




ha

i

G

cm e
G

G

2

p-4E

—

)

3

»

- education and training of defence and military personnel;

- port calls of warships and visits of military aviation;

- visits of specialists for irnplementation of common activities in military sphere;

- conduct of jeint cultural and sports events;

- other forms of defence cooperation activities by mutual consent of the
Parties.

For the purpose of implementation of lhese forms of cooperation separate
written arrangements shall be concluded between the Parties.

ARTICLE 4
COMPETENT AUTHORITIES

. The competent authorities entrusted with the implementation of this Agreerent

are;
a. For the Russian side: the Ministry of Defence of the Russian Federation:
b. For the Indonesian side: the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia.

As deemed necessary, working groups may be established under this
Agreement, by the competent authorities of both Parties.

Where either Party changes its designated Implementing Authorities, it shall

inform the other Party of such change through diplomatic channels.

In order to review the implementation of Article 2 and Article 3 of this Agreement,
the Competent Authorities shall hold regular meetinys or at any time deemed
necessary.

ARTICLE 5
FINANCIAL ARRANGEMENT




G

Each Party will bear its own costs associated with its paricipation in this

Agreement, unless agreed otherwise by the Parties.

Separate financial arrangements may be concluded between the Parties for
specific activities.

Carrying out of activities under this Agreement shall be subject to the availability
of funds of the Parties.

ARTICLE &
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

1. The Parties recognize that during the implementation of this Agreement there

may be a creation, use and/or transfer of results of intellectual activity and/or
intellectual property belonging to the Parties’ States and/or their natural or

juridical persons.

. In accordance with the national legislation of the Parties as well as with other

international treaties where the Republic of Indonesia and the Russian Federation
are participants, the Parties shall take necessary measures to assure legal
protection of results of intellectual activity and/or protection of intellectual
property.

. The order of distributions of rights for the results of intellectual activity created in

course of implementation of this Agreement, their legal protection and use, shall
be arranged in accordance with the Agreement between the Government of the
Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation on mutual
protection of rights to the resuits of intellectual activity applied and obtained in
the course of bilateral military-technical coogperation signed in Moscow on 1
December 2006, and when necessary Parties may conclude separate written

arrangements upon agreement between the Parties.
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4. The protection and use of intellectual property obtained, used and/or transferred

1.

in course of implementation of this Agreemenit, shall be arranged in accordance
with the Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and
the Government of the Russian Federation on mutual protection of rights to the
results of intellectual activity applied and obtained in the course of bilateral
military-technical cooperation signed in Moscow on 1 December 2006, and when
necessary Parties may conclude separate written arrangements upon agreement
between the Parties.

. Any results of intellectual activity and/or intellectual property arising out of joint

research or joint activity under the implernentation of this Agreement may be

jointly owned and disposed on case by case basis through a separate written
arrangement,

ARTICLE 7
NON-DISCLOSURE OF INFORMATION

Any infermation exchanged under the frameviork of this Agreement shall be
used exclusively for the purpose of this Agreement and shall not be transferred,
disclosed or released, either directly or indirectly, on temporary or permanent
basis. to third parties. whether persons or entities, without the prior written
consent of the originating Party.

The information obtained by a Party within the framework of cooperation shall
not be used to the detrimental effect of the other Party.

The Parties shall determine themsalves the limits to distributions of the
information transferred pursuant to this Agreement or resulting from its

implementation. Marking applied to data carrier of such information shall be as
follows:

- in the Russian Federation - «[ns cnyxebroro nonbsosaxunsa» ("For official
use only")

o

P




- in the Republic of Indonesia - «Hanya Untuk Keperluan Kedinasan» ("For

official use only").

The Party that has obtained such information shall ensure its use and
protection in accordance with each Party's national legislation and regulations
related to its handling.

The Parties shall inform each other in advance on the necessity to keep secret
of the fact of cocperation or other data reiated to cooperation under this
Agreement. Such necessity shall be specified in adcitional written arrangernent
between the Parties.

The order of exchange, the terms and protection measures of classified
information of the Parties during the implementation and after the termination of
this Agreement shall be determined by a separzate Agreement.

ARTICLE 8
EMERGENCY MEDICAL ASSISTANCE

If necessary, the host Party shall provide emergency medical assistance to the

representatives of the sending Party in the course of cooperation activities
under the presant Agreement.

Such medical assistance shall be rendered in military or civilian medical
facilities of the host Party.

Unless otherwise agreed by the Parties, the sending Party shall cover the
expenses of such medical assistance.

ARTICLE 9
SETTLEMENT OF DISPUTES




Any disputes between the Partiss arising on the interpretaticn or implementation of
this Agreement shall be settled through mutual consultation or negotiation of the
Parties and/or through diplomatic channels.

ARTICLE 10
AMENDMENTS

By mutual written consent of the Parties, amendment can be made to the present

Agreement. The amendment shall come into force in accordance with Article 11 of

the present Agreement.

ARTICLE 11

ENTRY INTO FORCE AND TERMINATION

1. This Agreement shall enter into force on the date of the last written notification of
the fulfillment of necessary internal state procedures by the Parties.

2 This Agreement shall remain in force for a period of 5 (five) years and shall

automatically be extended for subsequent periods of 5 (five) years. Either Party
may terminate this Agreement by giving written notification at least 6 (six)
months prior to the date of its intended termination.

3. Termination of the present Agreement shall not affect the written arrangements
commenced by the Parties under this Agreement unless otherwise agreed by

the Parties.

4. Termination of this Agreement shall not affect the validity of the provisions of
Article 7 of the present Agreement unless otherwise agreed by both Parties.

5. The provisions of the present Agreement shall not affect the rights and

obligations of the Parties under other international treaties in which the Republic
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of Indonesia and the Russian Federation are participants.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto by their
respective Governments, have signed this Agreement.

DONE at Sochi on this 18 day of May in the year 2016 in duplicate copies, in
Indonesian, Russian and English languages, all texts being equaily authentic. In

case of divergence of interpretation, the English text shall be used.

FOR THE GOVERNMENT CF FOR THE GOVERNMENT OF
OF INDONESIA, THE RUSSIAN FEDERATION,

LAVROV SERGEY \)IKTOROVICH
MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS




of Indonesia and the Russian Federation are participants.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto by their
respective Governments, have signed this Agreement.

DONE at Sochi on this 18 day of May in the year 2016 in duplicate copies, in
Indonesian, Russian and English languages, all texts being equally authentic. In
case of divergence of interpretation, the English text shall be used.

FOR THE GOVERNMENT CF FOR THE GOVERNMENT OF
THE RUSSIAN FEDERATION,

_RETN g LAVROV SERGEY VIKTOROVICH
MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS ~ MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS

ol

Salinan naskah resmi
Certified true copy

Nemor : 0251/CTC/10/2018/52

Glaiman

e

“NIP. 19651025 199103 1 017

Sekretaris Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional
Kementerian Luar Negeri, Republik Indonesia

Secretary of Directorate General for Legal Affairs and International Treaties
Ministry of Foreign Affairs, Republic of Indonesia

Tanggal : 1p Oktober 2018
Date




